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Rizka Ananda. Januari 2025. PEMALSUAN IDENTITAS DIRI PASANGAN 

SUAMI-ISTRI TERHADAP PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN 

PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr.). 

Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Unversitas 

Lambung Mangkurat, 85 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. H. Rachmadi Usman, 

S.H., M.H. 

Di Indonesia, perkawinan diatur secara hukum oleh Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, dengan aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Untuk perkawinan bagi umat Islam diatur melalui Kompilasi Hukum 

Islam. Aturan-aturan ini berperan sebagai dasar hukum yang menetapkan syarat dan 

prosedur pada pelaksanaan perkawinan. Perkawinan menurut Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1, yaitu “Perkawinan ialah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri 

dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan tidaklah sekadar ikatan 

keperdataan antara pria serta wanita, melainkan juga mencerminkan dimensi 

religius yang wajib selaras dengan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. Selain 

itu, pada Pasal 2 ayat (1), menegaskan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Ini 

menunjukkan bahwa perkawinan merupakan peristiwa hukum yang membawa 

konsekuensi hukum yang berhubungan erat dengan sahnya perkawinan. Sebagai 

sebuah hubungan suci, perkawinan wajib memenuhi persyaratan untuk bisa 

dilaksanakan. Persyaratan ini dimaksudkan agar memastikan jika perkawinan bisa 

dilaksanakan dengan tujuan yang sebenarnya, yaitu agar menghindari penggunaan 

perkawinan untuk tujuan lain yang dapat mengotori hakikat perkawinan. Namun, 

dalam praktiknya, banyak pasangan yang melangsungkan perkawinan tanpa 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan 

KHI, yang biasanya baru diketahui setelah perkawinan berlangsung. Salah satu 

pelanggaran yang terjadi dalam perkawinan adalah pemalsuan identitas diri yang 

dilakukan oleh suami ataupun istri maupun keduanya dengan memanipulasi 

identitas penting, seperti status perkawinan sebelumnya, kewarganegaraan ataupun 

identitas lainnya, padahal perkawinan yang sah secara hukum membutuhkan 

identitas sah agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dalam perkawinan. 

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu mengenai status legalitas 

perkawinan seorang istri yang akta cerainya belum terbit atas perkawinan 
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sebelumnya namun melangsungkan perkawinan baru serta keabsahan perkawinan 

baru antara Para Termohon dengan identitas diri palsu dalam Putusan Nomor 

1428/Pdt.G/2021/PA.Jr. berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang 

perkawinan dan KHI. Sementara itu, tujuan penelitian untuk mengetahui dan 

mengidentifikasi status legalitas perkawinan seorang istri yang akta cerainya belum 

terbit atas perkawinan sebelumnya namun melangsungkan perkawinan baru serta 

mengetahui keabsahan perkawinan baru antara Para Termohon dengan identitas diri 

palsu dalam Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr. berdasarkan peraturan 

perundang-undangan tentang perkawinan dan KHI. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif berupa studi putusan 

dengan tipe penelitian studi kasus hukum pada Putusan Nomor 

1428/Pdt.G/2021/PA.Jr. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yaitu bersifat 

preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-

undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) serta pendekatan 

konseptual (conceptual approach). Untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian 

ini, digunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan 

hukum tersier dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan. Bahan hukum yang 

didapat dianalisis dengan metode silogisme dan interpretasi hukum. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 

1. Keabsahan dan status legalitas suatu perkawinan merupakan aspek utama 

dalam hukum perkawinan. Hal ini tidak hanya mencakup pelaksanaan prosesi 

perkawinan itu sendiri, namun juga terhadap proses pencatatan perkawinan 

hingga penerbitan akta perkawinan selaku bukti sahnya perkawinan tersebut di 

mata hukum serta negara. Pencatatan perkawinan menjadi syarat penting untuk 

memperoleh pengakuan dari negara atas perkawinan yang dilangsungkan 

secara hukum agama serta sebagai salah satu syarat dalam kelengkapan 

administrasi perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut 

memang benar-benar dilangsungkan oleh kedua belah pihak. Dalam sistem 

hukum Indonesia, perceraian harus diproses melalui pengadilan yang 

menghasilkan keputusan dengan kekuatan hukum tetap. Jika pasangan suami-

istri memutuskan untuk bercerai, proses pencatatan perceraian menjadi syarat 

untuk memastikan bahwa perceraian tersebut sah dan diakui secara hukum. 

Perceraian tidak bisa hanya didasarkan pada kesepakatan lisan atau surat 

pernyataan, tetapi harus dilakukan melalui putusan pengadilan yang 

memberikan pernyataan jika hubungan perkawinan antara suami dan istri telah 

berakhir serta dibuktikan dengan adanya akta cerai. Oleh karena itu, dalam 

hukum Indonesia, keabsahan perkawinan tidak hanya dilihat dari sisi hukum 

agama, tetapi juga harus diakui oleh negara melalui pencatatan resmi termasuk 

pencatatan akta cerai agar memenuhi syarat formil. Meskipun secara materiil 

yang dilihat dari sisi hukum agama, perceraian dapat dianggap sah jika talak 

diikrarkan suami di pengadilan atau diputuskan oleh pengadilan. Namun, dari 
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sisi hukum negara, status perceraian seorang istri dalam Putusan Nomor 

1428/Pdt.G/2021/PA.Jr. tidak sah karena menyalahi syarat perkawinan berupa 

masih berstatus istri orang lain dan memalsukan status perkawinannya. Akta 

cerai berperan sebagai bukti administratif yang menyatakan secara resmi 

hubungan perkawinan sebelumnya telah berakhir. Tanpa akta cerai, status 

legalitas perkawinan seseorang yang ingin menikah lagi bisa menjadi tidak 

jelas karena bukti administrasi yang mengesahkan status janda tidak terpenuhi 

sebelum terbitnya akta cerai. 

2. Pemalsuan identitas dalam perkawinan merupakan pelanggaran hukum serius 

yang dapat memengaruhi keabsahan perkawinan. Dalam konteks hukum 

perkawinan, sebenarnya identitas diri palsu atau pemalsuan identitas 

merupakan tindakan untuk mengelabui pihak lain dalam proses verifikasi 

dokumen terkait data pribadi yang dianggap sebagai kejahatan karena 

berbohong kepada pejabat sipil demi mendapatkan persetujuan untuk 

melangsungkan perkawinan. Pemalsuan identitas diri ini mencakup berbagai 

macam aspek, misalnya, pemalsuan agama, status perkawinan dan bahkan 

kewarganegaraannya yang terdapat dalam dokumen-dokumen penting, seperti 

pemalsuan identitas pada KTP, Kartu Keluarga dan dokumen identitas lainnya. 

Namun, masalah terkait identitas diri ini tidak akan muncul jika proses 

perkawinan yang dijalankan selaras dengan ketentuan dan tata cara hukum 

yang berlaku. Keabsahan perkawinan tergantung pada terpenuhinya syarat-

syarat sah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi 

Hukum Islam. Pemalsuan identitas, seperti memalsukan status perkawinan dan 

penggunaan identitas kewarganegaraan palsu dalam Putusan Nomor 

1428/Pdt.G/2021/PA.Jr. merupakan cacat hukum dalam syarat perkawinan 

yang dapat menjadi alasan untuk membatalkan perkawinan. Hal ini 

dikarenakan Para Termohon terbukti secara sah tidak memenuhi syarat-syarat 

perkawinan yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga hakim 

memutuskan untuk mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan. Oleh 

karena itu, pemalsuan identitas diri dalam perkawinan merupakan tindakan 

yang berakibat hukum serius, terutama dalam hal keabsahan perkawinan itu 

sendiri sebab kedua belah pihak memberikan informasi palsu atau 

menyembunyikan identitas aslinya. 

 

  



 

xiii 

 

Rizka Ananda. Januari 2025. PEMALSUAN IDENTITAS DIRI PASANGAN 

SUAMI-ISTRI TERHADAP PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN 

PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr.). 

Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Unversitas 

Lambung Mangkurat, 85 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. H. Rachmadi Usman, 

S.H., M.H. 

 

ABSTRAK 

Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta KHI sebagai dasar hukum bagi umat 

Islam. Salah satu persoalan dalam perkawinan adalah pemalsuan identitas, 

termasuk status perkawinan sebelumnya yang belum terselesaikan secara hukum. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas perkawinan seorang istri yang 

akta cerainya belum terbit namun melangsungkan perkawinan baru serta 

mengetahui keabsahan perkawinan yang menggunakan identitas palsu dalam 

Putusan Nomor 1428/Pdt.G/2021/PA.Jr. Metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian hukum normatif berupa studi putusan dengan tipe penelitian studi kasus 

hukum dan sifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan 

konseptual. 

Hasil penelitian menunjukkan akta cerai berperan sebagai tanda bukti administratif 

yang memastikan status perceraian secara hukum telah sah terjadi. Tanpa akta cerai, 

status hukum seorang istri yang menikah lagi menjadi tidak sah di mata negara, 

meskipun secara agama perceraian telah terjadi dalam putusan pengadilan 

berkekuatan hukum. Selain itu, pemalsuan identitas dalam perkawinan, seperti 

status perkawinan atau dokumen pribadi, melanggar syarat sahnya perkawinan 

dalam peraturan perundang-undangan dan KHI. Putusan pengadilan dalam kasus 

ini juga menegaskan pemalsuan identitas diri dapat digunakan sebagai dasar 

pembatalan perkawinan karena melanggar asas keterbukaan dan kejujuran dalam 

perkawinan. Pemalsuan ini tidak hanya mengganggu tatanan administrasi hukum, 

tetapi juga berdampak pada status hukum pada perkawinan tersebut. Oleh karena 

itu, pemalsuan identitas diri dianggap sebagai pelanggaran hukum serius yang harus 

dicegah melalui penerapan aturan hukum yang tegas, baik aspek pencatatan 

perkawinan maupun verifikasi dokumen sebab pemalsuan identitas dapat 

memengaruhi keabsahan perkawinan tersebut. 

Kata Kunci: Pemalsuan Identitas, Pembatalan, Perkawinan. 
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